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ABSTRAK

Ekonomi makro Islam merupakan bagian penting dari kajian ekonomi syariah yang membahas aktivitas
perekonomian secara agregat dengan menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan normatif dan analitis.
Berbeda dengan pendekatan makroekonomi konvensional yang umumnya menitikberatkan pada pertumbuhan
ekonomi, stabilitas harga, kesempatan kerja, dan keseimbangan eksternal, ekonomi makro Islam menempatkan
pencapaian kesejahteraan manusia (falah), keadilan distributif, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagai bagian
integral dari tujuan perekonomian. Artikel ini bertujuan menganalisis fundamental ekonomi makro Islam dalam
perspektif ekonomi syariah, meliputi landasan filosofis, prinsip-prinsip dasar, tujuan makroekonomi, distribusi
pendapatan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, serta kebijakan fiskal dan moneter. Penelitian menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku-buku ekonomi Islam dan artikel
ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa fundamental
ekonomi makro Islam tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan variabel ekonomi agregat, tetapi juga dengan
pembentukan sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, keberlanjutan, dan kemaslahatan.
Instrumen seperti zakat, wakaf, larangan riba, mekanisme bagi hasil, serta pengelolaan keuangan publik berbasis
syariah dapat berperan dalam mewujudkan stabilitas dan pemerataan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi makro
Islam menawarkan kerangka yang mengintegrasikan dimensi material dan moral dalam pengelolaan perekonomian.

Kata kunci: Ekonomi Makro Islam, Ekonomi Syariah, Keadilan Ekonomi, Kebijakan Fiskal,
Kebijakan Moneter, Falah.

PENDAHULUAN

Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas aktivitas perekonomian secara
agregat. Permasalahan yang menjadi perhatian ekonomi makro antara lain pertumbuhan ekonomi,
inflasi, pengangguran, konsumsi, investasi, distribusi pendapatan, serta kebijakan fiskal dan
moneter. Berbagai persoalan tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan
masyarakat sehingga pengelolaan ekonomi makro menjadi bagian penting dalam kebijakan
pembangunan suatu negara.

Dalam perspektif Islam, persoalan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral dan
tujuan syariah. Aktivitas ekonomi bukan semata-mata proses produksi, konsumsi, dan distribusi
untuk memperoleh keuntungan material, melainkan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai
khalifah di bumi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus diarahkan pada terciptanya

kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat (Chapra, 2000).
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Chapra (1992) menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama ekonomi adalah bagaimana
menciptakan sistem yang mampu memenuhi kebutuhan manusia, mengurangi kemiskinan,
menciptakan kesempatan kerja, dan mengurangi ketimpangan pendapatan serta kekayaan.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur melalui
pertumbuhan output, tetapi juga melalui kemampuan sistem ekonomi dalam menghasilkan
kesejahteraan yang lebih luas.

Dalam konteks ekonomi makro Islam, pertumbuhan ekonomi tetap memiliki kedudukan penting.
Islam tidak menolak aktivitas produksi, investasi, perdagangan, maupun pengembangan
kekayaan. Namun, pertumbuhan ekonomi harus ditempatkan dalam kerangka moral dan sosial.
Pertumbuhan yang menghasilkan peningkatan output tetapi disertai konsentrasi kekayaan yang
berlebihan dan ketimpangan sosial perlu dikritisi dari perspektif ekonomi Islam (Husni, 2020).
Keadilan distribusi menjadi salah satu pembeda penting dalam pembahasan ekonomi Islam. Islam
mengakui kepemilikan individu, tetapi kepemilikan tersebut tidak bersifat absolut. Harta
mengandung tanggung jawab sosial sehingga terdapat mekanisme syariah seperti zakat, infak,
sedekah, dan wakaf yang dapat berfungsi sebagai instrumen distribusi dan pemberdayaan
ekonomi.

Dalam konteks makroekonomi, zakat bahkan dapat dianalisis sebagai salah satu instrumen fiskal.
Yusoff (2006) menunjukkan bahwa zakat dapat dimasukkan ke dalam model makroekonomi dan
memiliki potensi sebagai instrumen kebijakan yang bersifat counter-cyclical. Pada saat
perekonomian mengalami pelemahan, peningkatan distribusi zakat kepada kelompok penerima
dapat membantu meningkatkan pengeluaran agregat dan aktivitas ekonomi.

Kajian empiris yang lebih baru juga menunjukkan adanya hubungan antara keuangan sosial Islam
dan pertumbuhan ekonomi. Siswantoro dan Ikhwan (2023), misalnya, mengkaji kontribusi zakat,
infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memasukkan pengeluaran
pemerintah, investasi, dan keterbukaan perdagangan sebagai variabel kontrol. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam memiliki relevansi untuk dikaji dalam kerangka
pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain zakat, wakaf juga memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi. Fauzi et al. (2023)
menunjukkan bahwa pengembangan wakaf berbasis digital dapat memperluas pengelolaan wakaf
dan berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Hal tersebut
memperlihatkan bahwa instrumen ekonomi Islam dapat mengalami perkembangan sesuai dengan
perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Persoalan ekonomi makro Islam juga mencakup kebijakan moneter. Larangan riba merupakan

salah satu karakteristik penting sistem ekonomi Islam sehingga pengembangan sistem moneter
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syariah tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan sistem moneter konvensional. Dalam konteks
Indonesia yang menggunakan sistem perbankan ganda, bank syariah tetap berinteraksi dengan
sistem moneter nasional. Ponziani dan Mariyanti (2019) menunjukkan bahwa perbankan syariah
di Indonesia memiliki hubungan dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam sistem
moneter ganda.

Dengan demikian, kajian mengenai fundamental ekonomi makro Islam penting dilakukan untuk
memahami bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat memberikan kerangka konseptual terhadap
persoalan makroekonomi. Artikel ini bertujuan menganalisis fundamental ekonomi makro Islam
yang meliputi landasan filosofis, prinsip dasar, tujuan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, distribusi

pendapatan, stabilitas harga, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library
research). Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai
fundamental ekonomi makro Islam dalam perspektif ekonomi syariah.

Sumber data penelitian berupa buku dan artikel ilmiah yang membahas ekonomi Islam,
ekonomi makro Islam, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, zakat, wakaf, distribusi pendapatan,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi. Literatur yang digunakan mencakup karya
fundamental ekonomi Islam serta artikel jurnal yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi literatur yang relevan dengan fokus
penelitian. Literatur kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu: (1) landasan filosofis
ekonomi Islam; (2) prinsip ekonomi makro Islam; (3) tujuan ekonomi makro Islam; (4)
pertumbuhan ekonomi; (5) distribusi pendapatan; (6) stabilitas ekonomi; (7) kebijakan fiskal; dan
(8) kebijakan moneter.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis. Tahap analisis meliputi reduksi informasi,
klasifikasi gagasan berdasarkan tema, interpretasi hubungan antarkonsep, serta penarikan
kesimpulan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai
karakteristik fundamental ekonomi makro Islam dan relevansinya terhadap persoalan ekonomi
kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fundamental Ekonomi Makro Islam

Ekonomi makro Islam dapat dipahami sebagai kajian mengenai aktivitas perekonomian pada
tingkat agregat dengan menggunakan prinsip dan nilai Islam sebagai landasan normatif. Dengan
pengertian tersebut, ekonomi makro Islam tetap membahas berbagai variabel yang menjadi
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perhatian ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, konsumsi,
investasi, distribusi pendapatan, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Perbedaannya terutama
terletak pada landasan nilai, tujuan, dan batasan aktivitas ekonomi.

Ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai bagian dari tatanan moral. Aktivitas ekonomi tidak
hanya diarahkan untuk memenuhi kepentingan individual, tetapi juga harus memperhatikan
kepentingan masyarakat. Chapra (2000) mengkritik pendekatan ekonomi yang terlalu
menekankan dimensi material dan mengabaikan dimensi moral dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, fundamental ekonomi makro Islam tidak hanya berkaitan dengan bagaimana
meningkatkan output nasional, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa kegiatan ekonomi
menghasilkan kemaslahatan. Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan distribusi yang adil,
kesempatan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat
yang rentan.

Konsep tersebut dapat diringkas dalam beberapa fondasi utama, yaitu tauhid, khilafah, amanah,
keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Keenam unsur tersebut menjadi dasar dalam
memahami hubungan antara aktivitas ekonomi dengan tujuan syariah.

Landasan Filosofis Ekonomi Makro Islam
1 Tauhid

Tauhid merupakan landasan paling fundamental dalam pandangan hidup Islam. Dalam konteks
ekonomi, tauhid memberikan pemahaman bahwa seluruh sumber daya pada hakikatnya berada
dalam kekuasaan Allah. Manusia memperoleh amanah untuk mengelola sumber daya tersebut.

Implikasinya adalah aktivitas ekonomi tidak sepenuhnya bebas nilai. Produksi, konsumsi,
distribusi, dan transaksi keuangan harus mempertimbangkan ketentuan halal dan haram serta
dampaknya terhadap kehidupan manusia.

2 Khilafah

Konsep khilafah memberikan kedudukan kepada manusia sebagai pengelola bumi. Dalam konteks
ekonomi makro, konsep ini mengandung konsekuensi bahwa pengelolaan sumber daya harus
dilakukan secara bertanggung jawab.

Kepemilikan pribadi tetap diakui, tetapi kepemilikan tersebut mengandung tanggung jawab sosial.
Kekayaan tidak seharusnya menjadi sarana eksploitasi atau dominasi ekonomi oleh kelompok
tertentu.

3 Amanah

Kekayaan dan sumber daya ekonomi merupakan amanah. Oleh karena itu, penggunaan sumber
daya tidak hanya dinilai dari keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari cara memperoleh dan
menggunakannya.

Konsep amanah memberikan dasar moral bagi pengelolaan ekonomi, baik pada tingkat individu
maupun negara.

4 Keadilan

Keadilan merupakan prinsip penting dalam ekonomi Islam. Husni (2020) menjelaskan bahwa
keadilan dalam sistem ekonomi Islam memiliki dimensi individual dan sosial. Dalam dimensi
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sosial, keadilan berkaitan dengan pencegahan eksploitasi, monopoli, konsentrasi kekayaan, dan
ketimpangan yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi makro tidak hanya berarti pemerataan pendapatan,
tetapi juga pemerataan kesempatan ekonomi.

5 Kemaslahatan

Kemaslahatan merupakan orientasi penting dalam ekonomi syariah. Aktivitas ekonomi harus
memberikan manfaat dan menghindarkan kerusakan. Dalam perkembangan pemikiran
kontemporer, maqasid al-shari‘ah dapat digunakan sebagai kerangka untuk menghubungkan
kebijakan ekonomi dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pendekatan maqasid memberikan ruang untuk melihat pembangunan ekonomi tidak hanya dari
indikator material, tetapi juga dari kualitas kehidupan manusia dan keberlanjutan kesejahteraan
(Isnan et al., 2026).

Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Makro Islam
Fundamental ekonomi makro Islam dapat dijelaskan melalui beberapa prinsip berikut.
1 Prinsip Keadilan

Keadilan menuntut agar aktivitas ekonomi tidak menghasilkan eksploitasi dan ketimpangan yang
berlebihan. Dalam konteks makroekonomi, keadilan berkaitan dengan distribusi pendapatan,
akses terhadap sumber daya, kesempatan kerja, dan kebijakan pemerintah.

2 Prinsip Keseimbangan

Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta antara
kepentingan material dan spiritual. Prinsip ini penting karena pembangunan ekonomi yang hanya
berorientasi pada pertumbuhan dapat mengabaikan dimensi sosial.

3 Larangan Riba

Larangan riba merupakan karakteristik fundamental sistem ekonomi Islam. Prinsip ini mendorong
pengembangan hubungan keuangan yang didasarkan pada transaksi yang sesuai syariah dan
pembagian risiko.

4 Larangan Gharar dan Maysir

Gharar dan maysir dilarang karena dapat menimbulkan ketidakjelasan, spekulasi berlebihan, dan
ketidakadilan dalam transaksi. Prinsip tersebut memberikan batasan terhadap aktivitas ekonomi
yang tidak memiliki dasar transaksi yang jelas.

5 Penguatan Sektor Riil

Ekonomi Islam menekankan keterkaitan antara aktivitas keuangan dengan sektor riil. Pembiayaan
seharusnya memiliki hubungan dengan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa.

6 Distribusi Kekayaan

Distribusi menjadi salah satu perhatian utama ekonomi Islam. Instrumen seperti zakat, infak,
sedekah, dan wakaf dapat digunakan untuk memperkuat mekanisme redistribusi dan
pemberdayaan masyarakat.
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Tujuan Ekonomi Makro Islam

Tujuan ekonomi makro Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan ekonomi Islam secara umum.
Tujuan tersebut bukan hanya pencapaian indikator material, tetapi juga terwujudnya kesejahteraan
manusia secara menyeluruh.

Chapra (1992) menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan, pengurangan kemiskinan,
kesempatan kerja, dan pengurangan ketimpangan pendapatan serta kekayaan sebagai bagian dari
agenda ekonomi Islam.

Berdasarkan perspektif tersebut, tujuan ekonomi makro Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

mengurangi kemiskinan;

menciptakan kesempatan kerja;

menjaga stabilitas ekonomi;

menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil;

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
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menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan moral.

Dengan demikian, indikator keberhasilan ekonomi makro Islam tidak cukup menggunakan
pertumbuhan produk domestik bruto sebagai satu-satunya ukuran.

Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Islam tidak menolak pertumbuhan ekonomi. Aktivitas produksi, perdagangan, investasi, dan
inovasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang dapat dikembangkan selama tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.

Namun, pertumbuhan dalam perspektif Islam memiliki dimensi yang lebih luas. Pertumbuhan
harus memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas dan tidak menghasilkan kerusakan
sosial maupun lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai keuangan sosial Islam menunjukkan bahwa zakat,
infak, dan sedekah relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.
Siswantoro dan Ikhwan (2023) menggunakan data Indonesia periode 2002-2022 untuk
menganalisis kontribusi keuangan sosial Islam terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Hamidi et al. (2024) juga menguji hubungan investasi, dana ZIS, dan pembiayaan
mudharabah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan pentingnya
memasukkan instrumen ekonomi Islam ke dalam pembahasan pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Islam bukan berarti menolak konsep pertumbuhan
modern, tetapi memberikan orientasi bahwa pertumbuhan harus disertai pemerataan,
produktivitas, dan kemaslahatan.

Distribusi Pendapatan dan Keadilan Ekonomi
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Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu persoalan makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi
yang tinggi tidak selalu menjamin distribusi hasil pembangunan yang merata.

Ekonomi Islam memberikan perhatian besar terhadap persoalan tersebut. Zakat menjadi salah satu
instrumen redistribusi yang secara eksplisit memiliki fungsi sosial ekonomi. Zakat mengalihkan
sebagian kekayaan dari kelompok yang wajib membayar kepada kelompok yang berhak
menerima.

Yusoff (2006) menunjukkan bahwa zakat dapat dimasukkan ke dalam analisis kebijakan fiskal.
Dalam model yang dikembangkannya, pengeluaran zakat dapat memengaruhi konsumsi agregat
dan berpotensi digunakan sebagai instrumen stabilisasi.

Penelitian Supratman dan Asih (2022) juga menemukan hubungan antara zakat, kemiskinan, dan
pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Penelitian lain di Indonesia menunjukkan bahwa ZIS juga
relevan dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi (Triyawan et al., 2022; Safitri et al.,
2024).

Meskipun demikian, zakat tidak dapat diposisikan sebagai pengganti seluruh instrumen fiskal
negara. Zakat memiliki ketentuan syariah mengenai objek, tarif, dan penerima. Karena itu,
integrasi zakat dengan kebijakan publik memerlukan desain kelembagaan yang tepat.

Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Makro

Zakat memiliki karakteristik yang berbeda dari pajak. Pajak merupakan kewajiban yang
ditetapkan oleh negara, sedangkan zakat merupakan kewajiban keagamaan dengan ketentuan
syariah mengenai jenis harta, nisab, haul, dan penerima.

Dalam perspektif makroekonomi, zakat dapat memengaruhi distribusi pendapatan dan konsumsi.
Kelompok penerima zakat pada umumnya berasal dari kelompok yang membutuhkan sehingga
distribusi zakat dapat meningkatkan kemampuan konsumsi dan produktivitas mereka.

Mustamin et al. (2025) menunjukkan bahwa zakat dapat dipahami sebagai instrumen fiskal yang
memiliki potensi untuk membantu stabilitas ekonomi, meningkatkan permintaan agregat,
mengurangi kemiskinan, dan membantu kelompok rentan ketika terjadi krisis ekonomi.

Oleh karena itu, zakat memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi ibadah, karena merupakan
kewajiban syariah. Kedua, dimensi sosial ekonomi, karena distribusinya memiliki implikasi
terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf dan Pembangunan Ekonomi

Selain zakat, wakaf memiliki potensi penting dalam pembangunan ekonomi. Berbeda dengan
zakat yang bersifat wajib bagi kelompok tertentu, wakaf merupakan instrumen sosial yang dapat
diarahkan untuk kepentingan jangka panjang.

Wakaf produktif dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
ekonomi, dan pembangunan fasilitas sosial. Fauzi et al. (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi
pengelolaan wakaf memiliki potensi memperluas partisipasi masyarakat dan meningkatkan
kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi.

Muflihin et al. (2024) juga menyoroti wakaf uang sebagai instrumen keuangan publik Islam yang
dapat berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Namun, keberhasilannya sangat bergantung
pada kualitas pengelolaan nazhir, kelembagaan, dan akuntabilitas.
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Dengan demikian, wakaf dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi makro Islam, khususnya
dalam pembangunan jangka panjang dan penyediaan manfaat sosial.

Stabilitas Harga dan Inflasi

Stabilitas harga merupakan salah satu tujuan penting kebijakan makroekonomi. Inflasi yang tinggi
dapat menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan ketidakpastian, dan memberikan dampak
yang lebih berat kepada kelompok berpendapatan rendah.

Dalam perspektif Islam, stabilitas ekonomi berkaitan dengan terciptanya mekanisme pasar yang
adil. Praktik penipuan, manipulasi, monopoli yang merugikan, dan spekulasi berlebihan
bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi.

Namun demikian, ekonomi Islam tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai sistem yang
otomatis menghilangkan inflasi. Inflasi merupakan fenomena kompleks yang dapat disebabkan
oleh faktor moneter, fiskal, produksi, distribusi, maupun eksternal.

Karena itu, pengendalian inflasi dalam kerangka ekonomi syariah tetap membutuhkan kebijakan
makroekonomi yang efektif. Perbedaannya terletak pada instrumen dan batasan syariah yang
digunakan.

Penelitian Meidhany et al. (2023) menunjukkan bahwa inflasi memiliki hubungan negatif dengan
pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam model yang menguji instrumen keuangan syariah.
Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya stabilitas harga dalam pembangunan ekonomi.

Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran
negara. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas
ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi distribusi dan kesejahteraan sosial.

Instrumen fiskal dalam ekonomi Islam dapat meliputi zakat, pengeluaran publik, pengelolaan aset
publik, wakaf, dan berbagai instrumen pembiayaan yang sesuai syariah.

Yusoff (2006) menunjukkan bahwa zakat dapat diposisikan sebagai instrumen fiskal yang
membantu stabilisasi ekonomi. Ketika perekonomian mengalami perlambatan, distribusi zakat
dapat membantu meningkatkan kemampuan konsumsi kelompok penerima.

Selain zakat, sukuk dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan. Dalam
konteks modern, sukuk dapat mendukung pembiayaan proyek pemerintah tanpa menggunakan
struktur obligasi berbasis bunga.

Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam memiliki dua fungsi utama, yaitu stabilisasi dan
redistribusi. Kedua fungsi tersebut harus diarahkan pada kemaslahatan masyarakat.

Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam

Kebijakan moneter berkaitan dengan pengelolaan kondisi moneter untuk menjaga stabilitas
ekonomi, terutama stabilitas harga dan aktivitas ekonomi.

Perbedaan mendasar ekonomi Islam dengan sistem konvensional salah satunya terdapat pada
larangan riba. Karena itu, sistem moneter Islam tidak menjadikan bunga sebagai instrumen yang
mendasari hubungan keuangan.
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Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan sistem moneter dan perbankan ganda. Bank syariah
beroperasi berdampingan dengan bank konvensional. Ponziani dan Mariyanti (2019)
menunjukkan bahwa bank syariah memiliki keterkaitan dengan mekanisme transmisi kebijakan
moneter dalam sistem tersebut.

Penelitian mengenai instrumen moneter syariah juga menunjukkan bahwa transmisi melalui
saluran pembiayaan perbankan syariah dapat dianalisis menggunakan berbagai model
ekonometrika. Namun, efektivitas transmisi tersebut masih menjadi persoalan yang perlu dikaji
secara lebih mendalam (Wahyudi et al., 2021).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ekonomi moneter Islam dalam negara modern
menghadapi tantangan struktural. Sistem keuangan syariah masih beroperasi dalam lingkungan
ekonomi nasional yang secara keseluruhan menggunakan sistem moneter modern.

Karena itu, pengembangan ekonomi moneter Islam tidak hanya membutuhkan produk keuangan
syariah, tetapi juga membutuhkan penguatan infrastruktur, pasar, regulasi, dan mekanisme
transmisi kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perbedaan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional

Perbedaan ekonomi makro Islam dan konvensional tidak berarti bahwa keduanya memiliki
seluruh variabel yang berbeda. Keduanya sama-sama membahas pertumbuhan ekonomi, inflasi,
pengangguran, konsumsi, investasi, distribusi, dan kebijakan pemerintah.

Perbedaan utama terletak pada landasan nilai, tujuan, batasan aktivitas ekonomi, serta
instrumen yang digunakan.

Aspek Ekonomi Makro Konvensional | Ekonomi Makro Islam
Landasan Teori ekonomi dan rasionalitas | Tauhid dan prinsip syariah
ekonomi
Orientasi Pertumbuhan, efisiensi, stabilitas | Falah, kemaslahatan, keadilan dan

stabilitas

Dimensi moral Tidak menjadi fondasi utama | Menjadi bagian integral

teori
Bunga Dapat  digunakan sebagai | Riba dilarang
instrumen
Distribusi Pajak, transfer dan kebijakan | Zakat, wakaf, infak, sedekah dan
publik kebijakan publik
Pembiayaan Umumnya berbasis bunga Menggunakan akad yang sesuai syariah
Sektor riil Tidak selalu menjadi dasar | Memiliki hubungan penting dengan
transaksi keuangan aktivitas ekonomi riil
Ukuran Dominan menggunakan | Material, sosial dan spiritual

kesejahteraan

indikator ekonomi




10 JINGJI : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Vol. 4, No. 2, Edisi Agustus 2025

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi makro Islam bukan hanya modifikasi teknis
terhadap ekonomi konvensional. Ekonomi makro Islam memiliki dasar filosofis dan tujuan yang
berbeda, meskipun terdapat sejumlah variabel dan metode analisis yang dapat digunakan bersama.

Relevansi Ekonomi Makro Islam terhadap Perekonomian Kontemporer

Ekonomi makro Islam memiliki relevansi terhadap persoalan ekonomi kontemporer, terutama
dalam menghadapi ketimpangan, kemiskinan, krisis keuangan, dan kebutuhan pembangunan yang
berkelanjutan.

Pertama, keuangan sosial Islam dapat menjadi instrumen redistribusi. Zakat, infak, sedekah, dan
wakaf dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok masyarakat yang
kurang mampu.

Kedua, wakaf produktif dapat mendukung pembangunan jangka panjang. Digitalisasi
pengelolaan wakaf juga membuka peluang untuk memperluas partisipasi masyarakat dan
meningkatkan transparansi pengelolaan (Fauzi et al., 2023).

Ketiga, instrumen keuangan syariah seperti sukuk dapat mendukung pembiayaan
pembangunan. Penelitian Meidhany et al. (2023) menunjukkan bahwa beberapa instrumen
keuangan syariah memiliki hubungan dengan perkembangan ekonomi Indonesia.

Keempat, ekonomi Islam memberikan perhatian pada keadilan distribusi. Persoalan
ketimpangan tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi statistik pembangunan, tetapi sebagai
persoalan sosial yang harus diatasi melalui mekanisme distribusi yang adil.

Kelima, ekonomi makro Islam memiliki potensi untuk dikembangkan dalam kerangka
pembangunan berkelanjutan. Pendekatan maqasid al-shari‘ah dapat memberikan dasar normatif
bagi kebijakan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlindungan
manusia, harta, lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan.

SIMPULAN

Penelitian Fundamental ekonomi makro Islam dibangun atas prinsip tauhid, khilafah, amanah,
keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut memberikan dasar filosofis
yang membedakan ekonomi makro Islam dari pendekatan konvensional. Ekonomi makro Islam
tetap memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi,
konsumsi, distribusi pendapatan, serta kebijakan fiskal dan moneter, tetapi seluruhnya

ditempatkan dalam kerangka nilai syariah.

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai peningkatan output
nasional. Pertumbuhan harus bersifat produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang
lebih luas bagi masyarakat. Karena itu, distribusi pendapatan menjadi bagian penting dari
fundamental ekonomi makro Islam. Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi

untuk mendukung redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat.



Sof’an, Fundamental Ekonomi ... 11

Zakat memiliki posisi strategis karena selain merupakan kewajiban agama, juga memiliki
implikasi terhadap konsumsi, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Wakaf juga memiliki
potensi sebagai instrumen pembangunan jangka panjang, terutama apabila dikelola secara

produktif, profesional, dan transparan.

Dalam bidang fiskal, ekonomi Islam menawarkan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk
mendukung stabilisasi dan pemerataan. Dalam bidang moneter, larangan riba menjadi
karakteristik fundamental yang mendorong pengembangan mekanisme keuangan berbasis syariah.
Namun, penerapan ekonomi makro Islam dalam negara modern masih menghadapi tantangan
karena sistem ekonomi dan moneter nasional pada umumnya masih menggunakan sistem

konvensional atau sistem ganda.

Dengan demikian, ekonomi makro Islam dapat dipahami sebagai kerangka ekonomi yang
berusaha mengintegrasikan pertumbuhan, stabilitas, distribusi, dan kesejahteraan dengan nilai-
nilai syariah. Pengembangan ekonomi makro Islam ke depan membutuhkan penelitian empiris
yang lebih kuat, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas tata kelola zakat dan wakaf, serta
pengembangan instrumen fiskal dan moneter yang mampu menjawab persoalan ekonomi
kontemporer tanpa kehilangan prinsip keadilan dan kemaslahatan.
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